
  

BUPATI BOALEMO 

    

PERATURAN BUPATI BOALEMO 

NOMOR 4 TAHUN 2017 

TENTANG 

TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DANA DESA 

SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2017 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BOALEMO, 

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 

Le 

Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 pasal 10 

ayat 2 huruf (a) mengenai Tata Cara Pembagian dan 

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa Tahun 

Anggaran 2017, 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan 

Bupati tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian dan 

Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun 

Anggaran 2017, 

Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang- 

Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan 

Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3965),



    

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234), 

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5495): 

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679): 

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah 
dengan Pertauran Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 
Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- 
Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, 
Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5717), 

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara



    

Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 
Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864): 

7. Peraturan Presiden Nomer 97 Tahun 2016 tentang 
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2017: 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093): 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094): 

10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 
Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, 
Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi 
Dana Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 478): 

11.Peraturan Menteri Desa Nomor 22 Tahun 2016 tentang 
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
1883): 

12.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo 
Tahun 2016 Nomor 6).



MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA 

PENGHITUNGAN, PEMBAGIAN DAN PENETAPA DANA DESA 

SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2017 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan 

nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan 

  

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi 

Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk 

  

membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 

pemberdayaan masyarakat, 

3. Alokasi dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang 

akan diterima oleh setiap Desa, yang besarannya dihitung 

dengan cara 90Y4 ( sembilan puluh persen ) dari Anggaran 

Dana Desa dibagi dengan jumlah Desa secara nasional: 

4. Alokasi formula adalah alokasi yang dihitung 

memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka 

kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitas 

geografis Desa setiap Kabupaten / Kota, 

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut 

dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Desa, /



6. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh 

Menteri Dalam Negeri, 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya 

disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan 

Pemerintahan Desa. 

BAB II 

TATA CARA PENGHITUNGAN 

Pasal 2 

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk 

setiap Desa di Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2017 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

Boalemo ini. 

  

Pasal 3 

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten 

Boalemo Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2, dihitung dengan cara: 
  

ALI W - (0,25 “Z1) # (0,35 « Z2) # (0,10 “ Z3) # (0,30 “ Z4) 
Keterangan: 
W - Dana Desa setiap Desa 
Z1 5 rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total 

penduduk Desa kabupaten/kota yang bersangkutan 
Z2 - rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total 

penduduk miskin Desa kabupaten/kota yang 
bersangkutan 

Z3 - rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa 
kabupaten/kota yang bersangkutan 

ZA - rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa 
kabupaten/kota yang bersangkutan 

  

      

b. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, 

sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf a bersumber 

dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga 

yang menyeleggarakan urusan pemerintahan di bidang 

statistik. 

Pasal 4 

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada indeks kesulitan 

geografis yang di Keluarkan Badan Pusat Statistik 

Kab. Boalemo. f



BAB III 

PENYALURAN DANA DESA 

Pasal 5 

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui 
pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke 
Rekening Kas Umum Desa. 

(2) Pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke 

Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 
(tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening 
Kas Umum Daerah. 

(3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap: 

  

a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60x (enam puluh 
perseratus) dan : 

b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 4076 (empat puluh 
perseratus): dan 

(4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala 
Desa menyampaikan: 

a. APBDesa paling lambat bulan Maret: dan 

b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester 
sebelumnya. 

(S5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala 
Desa menyampaikan laporan realisasi pengunaan Dana 

  

Desa semester I. 

(6) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun 
dianggarkan dalam APBDesa. 

BAB IV 

PENGGUNAAN DANA DESA 

Pasal 6 

(1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai 
Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan 
Kemasyarakatan, pembangunan Desa dan pemberdayaan 
masyarakat yang meliputi : 

a. Pembangunan Desa: 

b. Pemberdayaan Masyarakat Desa. f |



(2) Prioritas Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) 

huruf a dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta 

penanggulangan kemiskinan yang meliputi: 

a. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan 

infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk 

penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan 

pemukiman, 

b. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan 

sarana dan prasarana kesehatan masyarakat, 

c. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan 

  

sarana dan prasaranan pendidikan, sosial dan 

kebudayaan, 

d. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat meliputi 

pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana 

produksi dan distribusi, dan/atau 

e. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana 

energi terbarukan serta kegiatan pelestarian 

lingkungan hidup. 

f. Program lainnya sesuai kondisi Desa dan diputusakan 

dalam musyawarah perencanaan Desa sesuai dengan 

Perundang-Undangan yang berlaku. 

  

(3) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) huruf b untuk program dan kegiatan bidang 

Pemberdayaan Masyarakat Desa, dialokasikan untuk 

mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan 

kapasitas warga atau masyarakat desa dalam 

pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, 

serta perluasan skala ekonomi individu warga atau 

kelompok masyarakat dan desa, antara lain: 

a. peningkatan investasi ekonomi desa melalui 

pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat 

produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas 

melalui pelatihan dan pemagangan: i



b. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan 

oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama, maupun 

oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat 

Desa lainnya, 

Cc. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan 

kegiatan ketahanan pangan Desa: 

d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan 

paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, 

termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan 

Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan 

kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa 

  

(Community Centre): 

€. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta 
gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk 
peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, 
Poskesdes,  Polindes dan ketersediaan atau 

keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Desa: 
f. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan 

Hutan/Pantai Desa dan Hutan/Pantai 

Kemasyarakatan: 

g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk 
energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup: 

  

dan/atau 

h. Program lainnya sesuai kondisi Desa dan diputuskan 
dalam musyawarah perencanaan Desa. 

BAB V 

PELAPORAN DAN SANKSI 

Bagian Kesatu 

Pelaporan 

Pasal 7 

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun 
anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal : 
31 Desember. 

f



    

Pasal 8 

(1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus 

didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. 

(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas 

kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti 

dimaksud. 

(3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban 

APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan 

peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi 

peraturan desa. 

(4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan 

(PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh 

penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke 

rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Pasal 9 

(1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat 

setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan 

Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati. 

(2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 

ketentuan: 

a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli 

tahun anggaran berjalan: 

b.Semester II paling lambat minggu keempat bulan 

Januari tahun anggaran berikutnya. 

(3) Laporan realisasi penggunaan Dana desa dimaksud 

terdiri atas : 

a. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun 

anggaran sebelumnya: dan 

b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I 
(4) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran 

sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a 
disampaikan paling lambat minggu kedua bulan februari 
tahun anggaran berjalan. f



    

(S5) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b 

disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli 

tahun anggaran berjalan. 

Bagian Kedua 

Sanksi 

Pasal 10 

(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal : 

a. Kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau 

laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya: 

b. Terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran 

sebelumnya lebih dari 30 4 ( tiga puluh persen ): 

Cc. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional 

daerah. 

(2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun 

anggaran berjalan sebesar sisa Dana desa di RKD tahun 

sebelumnya. 

(3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran 

sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang 

akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa 

tahap I tidak dilakukan. 

(4) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal di 
temukan penyimpangan pelaksanaan yang 
mengakibatkan SILPA tidak wajar. 

(S) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan 
prioritas penggunaan Dana Desa tidak mendapatkan 

persetujuan dari Bupati. 

(6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada 

Menteri Keuangan c.g Direktur Jenderal Perimbangan 

Keuangan. 
|



BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 11 

Pada Saat Peraturan Bupati Ini Berlaku, Peraturan Bupati 

Nomor 60 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian, 

Perhitungan dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa 

Di Kabupaten Boalemo tahun Anggaran 2016 ( Berita 

Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 545) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 

16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Nomor 60 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian, 

Perhitungan dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa 

Di Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2016 ( Berita 

Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 261) 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan 

  

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo 

  

Ditetapkan di Tilamuta 

pada tanggal 5 Jawan 2017 

A Pit. BUPA ALEMO, 

v 

| ADRIAN LAHAY 

Diundangkan di Tilamuta 

pada tanggal Z8 Jaman 2017 

    AERAH KABUPATEN BOALEMO,



    

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOALEMO 

NOMOR 24 TAHUN 2017 - 

TANGGAL 215 januari 2017 | 

TENTANG . TATA CARA PERHITUNGAN, PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DANA DESA KABUPATEN BOALEMO TAHUN ANGGARAN 2017 

I. PERHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA 

BONGO TUA 

KUALALUMPUR 

KARYA MURNI 

KRAMAT 
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PANGI 

JAYA 

ANGGA BARITO 

SELATAN 

BOTUMOITO 

BOLIHUTUO 

RUMBIA 

720.442.000 

720.442.000 

720.442.000 

720.442.000 

720.442.000 

720.442.000 

720.442.000 

720.442.000 

720.442.000 

720.442.000 

720.442.000 

720.442.000 

720.442.000 

720.442.000 

720.442.000 

720.442.000 

720.442.000 

720.442.000 

720.442.000 

720.442.000 

720.442.000 

720.442.000 

720.442.000 

720.442.000 

720.442.000 

720.442.000 

720.442.000 

720.442.000 

59.076.244.000 

88.793.890 

101.343.384 

191.652.920 

47.716.801 

96.136.516 

99.574.813 

73.363.617 

98.684.556 

120.713.250 

74.587.018 

56.276.724 

54.662.498 

69.587.556 

71.002.894 

128.548.166 

115.417.375 

84.149.935 

69.899.603 

61.869.307 

111.463.773 

95.845.735 

162.263.147 

74.864.944 

123.093.871 

98.384.237 

111.511.297 

68.334.122 

76.098.673 

67 

68.839.133 

142.210 1 
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821.785.000 

912.095.000 

768.159.000 

816.579.000 

820.017.000 

793.806.000 

819.127.000 

841.155.000 

795.029.000 

716.719.000 

775.104.000 

790.030.000 

791.445.000 

848.990.000 

795.636.000 

790.342.000 

831.906.000 

816.288.000 

882.705.000 

795.307.000 

843.536.000 

818.826.000 

831.953.000 

788.776.000 

796.541.000 

779.025.000 

787 

789.281.000 

66.188.198.000   
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